
BAB II 

PELANGGARAN LALU LINTAS 

A. Pengertian Lalu Lintas  

Lalu lintas memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri yang 

perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau 

seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu 

memadukan dengan sarana transportasi lain. Menyadari peranan 

transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional 

secara terpadu dan diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa 

transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, 

aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan biaya yang terjangkau oleh 

masyarakat. 

Pengembangan lalu lintas yang ditata sedikian rupa dalam satu 

kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasikan 

unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta 

dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang sedemikian 

rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, berdayaguna dan berhasil. 

Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara 

berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan 

agar daya jangkau menjadi lebih luas dan pelayanan kepada masyarakat 

menjadi lebih baik dengan memperhatikan kepentingan umum/kebutuhan 

masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan 

daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya 



keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keterkaitannya dengan lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan 

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai 

prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, 

dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. 

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, 

perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang 

lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak 

dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Poerwodarminto1 

bahwa lalu lintas adalah :   

1. Perjalanan bolak-balik 

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya 

3. Berhubungan antara sebuah tempat 

Berdasarkan pengertian dan definisi-definisi di atas dapat diartikan 

bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan 

umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas 

juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa 

disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. 

 

                                                             
1Poerwadarminta, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.,hlm. 55. 



B. Pelanggarana Lalu Lintas 

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, 

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran 

lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan 

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.2 

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang 

sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2009 yang berbunyi : 

1. Berperilaku tertib dan/atau 

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan 

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat 

menimbulkan kerusakan jalan. 

Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, 

maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana 

dibagi atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran (overtredingen). 

Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II 

yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III 

yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan 

mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, 

yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

                                                             
2 Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin 

Penegak Hukum dalan Lalu Lintas, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57 



Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa 

suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-

undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan 

bersifat recht delicten yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan 

itu diancam pidana dalan suatu peraturan undang-undang atau tidak. 

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman 

pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van 

Bemmelen dalam bukunya “Handen Leer Boek Van Het Nederlandse 

Strafrecht” menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak 

pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatir, tetapi 

hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan 

hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini 

didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan. 3 

Menurut Wirjono Prodjodikoro4 pengertian pelanggaran adalah 

“overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar 

sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada 

perbuatan melawan hukum. Sedangka menurutt Bambang Poernomo5 

mengemukakan bahwa pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan 

adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang 

                                                             
3JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum 

Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.40. 
4Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Refika Aditama, 

hlm.33. 
5Bambang Poernomo, Loc. Cit. 



tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh 

penguasa negara. Sedangkan crimineel-on recht itu merupakan perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum. 

Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat 

diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah: 

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan  

2. Menimbulkan akibat hukum 

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran 

adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang 

bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu 

perbuatan yang  dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi 

yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. 

Berdasarkan dari definisi-definisi tentang pelanggaran dan 

pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud 

dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau 

kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. 

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujutan 

disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu 

setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah 



sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah 

agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat 

diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas 

Menurut Soedjono Soekamto, faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:6 

1. Faktor Manusia 

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin 

dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, 

pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). 

Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut 

melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang 

menjaminnya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat 

para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang 

berlaku berkaitan dengan lalu lintas. 

2. Faktor Sarana Jalan  

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan 

kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa 

galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum 

dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya 

                                                             
6Soedjono Soekamto, 1976, Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Alumni, hlm. 93 



arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana 

jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan 

adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-

genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering 

menimbulkan adanya kecelakaan yang terjadi antar pengguna jalan. 

3. Faktor Kendaraan 

Kendaraan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya 

pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan 

jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan 

teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah 

kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relativ 

singkat. Pekembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak 

diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka 

dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Arus lalu lintas yang padat 

dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, 

penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas 

yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor 

yang sudah gundul, lampu weser yang tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya dan lain sebagainya. 

4. Faktor Keadaan Alam 

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan 

alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak 

terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan 



akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas 

akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor 

yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-seganmemilih jalan 

pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi 

peraturan yang ada. 

D. Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas 

Sebagai negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia 

hendaklan patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada 

dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi dan ditaati. 

Dalam hal demikin jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat 

diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran. 

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lali lintas yang 

meliputi sebagai berikut : 

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi dan 

membahayakan pengguna jalan lain; 

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu 

lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah 

di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 



4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa 

ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain 

(Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang 

dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-

Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor 

ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin 

Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan); 

8. Pengguna jalan ridak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI 

(Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan 

kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan 

gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-

Undang Lalu Lintad Dan Angkutan Jalan); 

10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan 

pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 



11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis 

dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan 

marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda 

Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, 

dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala 

(Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan); 

14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping 

tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak 

mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); 

16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional 

Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 

17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih 

dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan); 



18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama 

pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

19. Mengemudikan kendaraan nermotor yang akan belok atau balik arah 

tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

20. Mengemudikan kendaran bermotor yang akan pindah jalur atau 

bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);  

21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat 

alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga 

pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat 

berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan 

bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-

Undang Lalu Lintas Dan Angktan Jalan); 

25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak 

menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup 



kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 

menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat 

yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain 

di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan); 

28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang 

menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 

304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus 

yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 

31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang 

tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan 

(Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat 

muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan); 



33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki 

izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, 

angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin 

(Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); 

34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi 

penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan); 

35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas 

merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk 

dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan 

yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan 

untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu 

lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) 

sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) 

dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran 

pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. 

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun 

dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan 

perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur 

kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang 



Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur 

tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu 

lintas.  

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada 

Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimanatermasuk 

dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang 

keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturanpelaksanaan 

yang dimaksud adalah : 

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan. 

2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 TentangPemeriksaan 

Kendaraan Bermotor di Jalan.  

3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 TentangPrasarana dan 

Lalu Lintas Jalan.  

4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 TentangKendaraan dan 

Pengemudi. 

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan 

dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima 

lembar, yakni :  

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar  

2. Lembar warna putih untuk pengadilan  

3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri  

4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintaskepolisian. 


